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ABSTRAK 
 
 
PRINSIP HUKUM PERJANJIAN WARALABA DAN 
PENANGANNYA DALAM AKTA NOTARIS 
 
 
 
a. Waralaba didasarkan atas perjanjian, namun dalam perjanjian waralaba terjadi suatu 
penyimpangan dari asas Buku III B.W., yang mengikat pada saat kedua belah pihak 
mencapai konsensus mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan. Karena perjanjian 
waralaba harus dibuat dalam bentuk tertulis antara pemberi dan penerima waralaba. 
Hal ini berarti bahwa dalam waralaab memiliki karakteristik dalam perjanjiannya. 
b. Perjanjian waralaba tidak jarang terjadi kasus di antaranya ketidakmampuan 
franchisor untuk memenuhi demmand suplai barang yang membludak (overloaded), 
sehingga distribusi stok sempat terhenti. Kasus lain yang juga sering terjadi adalah 
kurangnya pengawasan terhadap kualitas kontrol dan manajemen mutu franchisee, 
sehingga produk yang dibeli tidak sama antara satu tempat dengan tempat lain. 
Perjanjian waralaba pada umumnya dibuat dengan akta di bawah tangan sehingga 
menempatkan posisi penerima waralaba tidak seimbang dengan pemberi waralaba. 
Dalam kondisi yang demikian ini perlu adanya suatu penyuluhan hukum terutama 
dalam pembuatan akta. Sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (2) UUJN salah satu 
wewenang notaris adalah memberikan penyuluhan hukum. 
 
 
